BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab lima maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berkaitan dengan mekanisme penyaluran, pengelolaan penatausahaan dan

akuntansi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dana bergulir yakni dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(PEM) pada Pemerintah Kota Kupang dikelola oleh Satuan Kerja yang
menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan
Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD), Pengakuan dana bergulir yakni
dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) ini pada saat
pelaksanaan penganggaran diakui sebagai belanja hibah. kemudian pada
saat pengguliran diakuai sebagai pemberian pinjaman dan pengembalian
dari mayarakat diakui sebagai pengembalian pokok pinjaman. Tidak ada
pendapatan bunga dari pokok pinjaman yang diakui karena dana PEM
diberikan kepada masyarakat untuk menambah modal usaha sehingga
masyarakat hanya perlu membayarkan pokok pinjaman saja, terkecuali
pendapatan yang didapat dari bunga bank diakui sebagai penambahan
modal dana bergulir yakni dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

(PEM). Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dicatat dalam
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Buku Kas Umum (BKU), jurnal, Buku Besar, rekapan SPJ, dan
pengesahan. Rekening yang digunakan adalah rekening belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah kelurahan. Bagian penatausahan laporan
keuangan akan mencatat di laporan keuangan yaitu di laporan realisasi
anggaran pada belanja operasi di kode rekening belanja bantuan keuangan
berupa besaran dana yang direalisasikan.

2. Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab tunggakan dana bergulir yakni
dana PEM, maka dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pengembalian
dana PEM terjadi karena; a) Kegiatan usaha dari masyarakat penerima
dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang tidak optimal; b)
Pemahaman yang keliru dari masyarakat penerima dana Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (PEM); c) Adanya unsur  kesengajaan dari
peminjam dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM); d) Keadaan
force major; e) Mekanisme penagihan yang belum optimal. Dengan kata
lain pihak peminjam dan pihak yang memberi pinjaman sama-sama
mempunyai kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-

masing.

6.2. Saran

1. Bagi pihak pengelola dana bergulir perlu mendata kembali dana bergulir
yang dikelola pada masing-masing kelurahan dan melakukan
pengkategorian berdasarkan tingkat dan masa jatuh tempo pengembalian
dana. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengetahui berapa besar dana

yang harus dikembalikan, besaran dana yang telah jatuh tempo, besaran
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dana yang macet dan tidak mungkin tertagih. Data ini kemudian dapat
digunakan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan sistem pengelolaan
dan penagihan yang tepat sasaran.

. Bagi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dana bergulir yakni
dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) pada Pemerintah Daerah
Kota Kupang, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi kembali terkait
penganggaran dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) ini, jika
tidak sebaiknya pemerintah harus mengubah kebijakannya agar pemberian
dana ini disertai dengan adanya bunga sehingga masyarakat peminjam
akan terdorong untuk membayar pinjaman secara tepat waktu.

. Fasilitator di tiap-tiap kelurahan harusnya ditambah agar pelaksanaan
pengawasan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjangkau
semua masyarakat peminjam. Pengawasan yang dilakukan secara rutin
diharapkan dapat memberikan efek positif bagi proses pengelolaan dana
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Dan bagi masyarakat yang
menunggak melewati masa jatuh tempo sebaiknya diberikan sanksi yang
tegas bukan hanya peringatan tertulis sehingga ada efek jera dari

masyarakat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
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